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Abstract. The DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" concert organized by PT Melania 

Cipta Permata (Mecimapro) on May 3, 2025, at Gelora Bung Karno Madya Stadium 

experienced serious issues including sudden venue change from Jakarta International 

Stadium to GBK, unilateral refunds by ticket platform, and delayed compensation payments 

promised for June 2025 but unresolved by December 2025. This study analyzes the 

promoter's legal responsibility for compensation payments and identifies legal remedies 

available to consumers. Using normative juridical method with descriptive-analytical 

approach, data was obtained through literature review of Law No. 8 of 1999 concerning 

Consumer Protection and the Civil Code. Results show that Mecimapro bears absolute legal 

responsibility based on strict liability principle (Article 19 UUPK), breach of contract 

provisions (Article 1243 Civil Code), and government oversight (Government Regulation 

No. 58 of 2001). The promoter committed two breaches: non-conforming performance and 

delayed performance. The schedule conflict cannot be categorized as force majeure, 

obligating full compensation. Consumers have two dispute resolution channels: non-

litigation (direct negotiation, YLKI, BPSK) and litigation (breach lawsuits or class actions). 

The study concludes that consumer protection laws provide comprehensive legal protection 

strengthening consumers' position in demanding rights fulfillment.  
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Abstrak. Konser DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" yang diselenggarakan PT 

Melania Cipta Permata (Mecimapro) pada 3 Mei 2025 di Stadion Madya Gelora Bung Karno 

mengalami permasalahan serius meliputi perubahan venue mendadak dari Jakarta 

International Stadium ke GBK, refund sepihak platform tiket, dan keterlambatan 

pembayaran ganti rugi yang dijanjikan Juni 2025 namun belum selesai hingga Desember 

2025. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum promotor terhadap pembayaran 

ganti rugi dan mengidentifikasi upaya hukum konsumen. Menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data diperoleh melalui studi kepustakaan 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata. Hasil 

menunjukkan Mecimapro memiliki tanggung jawab hukum mutlak berdasarkan prinsip 

strict liability (Pasal 19 UUPK), ketentuan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata), dan 

pengawasan pemerintah (PP No 58 Tahun 2001). Promotor melakukan dua wanprestasi: 

prestasi tidak sesuai perjanjian dan terlambat memenuhi prestasi. Alasan bentrok jadwal 

tidak termasuk force majeure sehingga wajib ganti rugi penuh. Konsumen memiliki dua 

jalur: non-litigasi (negosiasi langsung, YLKI, BPSK) dan litigasi (gugatan wanprestasi atau 

class action). Penelitian menyimpulkan hukum perlindungan konsumen memberikan 

perlindungan menyeluruh memperkuat posisi konsumen menuntut pemenuhan hak.  

Kata Kunci: Tanggung Jawab Promotor, Ganti Rugi, Perlindungan Konsumen. 
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A. Pendahuluan  

Perkembangan industri hiburan di era modern ini menjadikan konser musik sebagai 

kegemaran yang banyak dinikmati oleh Masyarakat, terutama di kalangan anak muda (Longdong et 

al., 2024). Sebuah konser musik melibatkan banyak pihak dalam kegiatannya, salah satunya adalah 

pihak promotor yang berperan sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket yang berperan sebagai 

konsumen (Purnamasari et al., 2023). Dalam praktiknya, perlindungan konsumen masih menghadapi 

berbagai tantangan, terutama dalam sektor jasa hiburan seperti penyelenggaraan konser musik yang 

memiliki kompleksitas tinggi (Fitriani, 2025).  

Berdasarkan hukum positif, transaksi jual beli tiket konser diatur dalam Buku III KUHPerdata 

Pasal 1457. Pasal tersebut mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian di mana satu pihak 

berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan 

konsumen ini menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat, konsumen melakukan 

pembayaran untuk tiket konser kepada pihak promotor, dan promotor akan melaksanakan konser 

sesuai dengan yang telah diperjanjikan (Lestari, 2024). Hubungan hukum tersebut bersumber dari 

perjanjian yang mengacu pada kesepakatan antara para pihak yang masing-masing menyatakan 

kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan tindakan tertentu (Safira, 2017).  

Perjanjian yang terbentuk menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak. 

Apabila tanggung jawab tersebut tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka 

hak dari pihak lain tidak terpenuhi dan menimbulkan kerugian (Yahman, 2016). Tanggung jawab 

pelaku usaha timbul karena subjek hukum melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan 

perjanjian yang tidak benar, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syarat, atau tidak terlaksananya 

perjanjian secara keseluruhan (Sigana et al., 2020).  

Peraturan terkait tanggung jawab pelaku usaha lebih jelas diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 19 Ayat (1) UUPK 

menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen 

akibat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pengertian ganti rugi kemudian dijelaskan dalam 

Pasal 19 Ayat (2) UUPK, yaitu ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang 

dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. 

Pada pelaksanaan konser musik, hubungan hukum antara pihak penyelenggara (promotor) dan 

konsumen (pembeli tiket) merupakan hubungan yang berlangsung secara terus-menerus dan saling 

terikat (Celina, 2008). Konsumen yang telah membeli tiket berhak memperoleh pelayanan yang sesuai 

dengan kesepakatan, mencakup tempat pelaksanaan, waktu, serta mutu pertunjukan (Maulina, 2023). 

Namun pada kenyataannya, tidak jarang terjadi kegagalan dalam pelaksanaan konser yang merugikan 

konsumen, seperti pembatalan secara tiba-tiba, perubahan lokasi tanpa informasi yang memadai, 

kendala teknis, hingga pengelolaan penonton yang tidak profesional, yang pada akhirnya dapat 

mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap industri hiburan. 

Peristiwa konser DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" yang diselenggarakan pada 3 

Mei 2025 di Jakarta menjadi fenomena nyata atas permasalahan mengenai tanggung jawab ganti rugi 

oleh promotor. Konser yang dipromosikan oleh PT Melania Cipta Permata (Mecimapro) ini 

mengalami serangkaian masalah yang merugikan ribuan konsumen, mulai dari perubahan venue 

mendadak yang seharusnya dilaksanakan di Jakarta International Stadium (JIS) secara sepihak 

dipindahkan ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), pembelian tiket di situs Mecimashop yang 

tidak kunjung terbit, hingga refund tiket 2 hari sebelum konser dimulai yang dilakukan sepihak oleh 

Tiket.com karena pihak promotor tidak memberikan nomor kursi (CNN Indonesia, 2025). Masalah 

semakin kompleks ketika pada hari pelaksanaan konser, para penggemar melaporkan kesulitan 

mencari tempat berteduh di luar stadion karena tenda yang disediakan ambruk pada saat terjadi hujan 

deras disertai angin kencang dan petir. Keadaan cuaca buruk tersebut membuat pelaksanaan konser 

yang seharusnya dimulai pada jam 19.00 WIB mengalami delay dan konser baru dimulai sekitar pada 

jam 20.30 WIB (Suara.com, 2025). Setelah deretan peristiwa tersebut terjadi, banyak penggemar yang 

memutuskan untuk tidak masuk ke dalam venue dan memutuskan untuk protes kepada promotor untuk 

memberikan ganti rugi berupa pengembalian dana karena merasa telah dirugikan oleh pihak promotor.  

Tiga hari setelah konser digelar, Kementerian Perdagangan memanggil Mecimapro untuk 

meminta keterangan terkait masalah refund kepada konsumen. Dalam pertemuan tersebut, Fransiska 

Melani selaku Direktur Mecimapro berjanji akan menyelesaikan proses refund paling lambat akhir 

Mei 2025 (IDN Times, 2025). Empat bulan setelah konser digelar yaitu pada bulan September 2025, 
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para penggemar menyatakan bahwa promotor belum juga menyelesaikan proses refund yang 

dijanjikan akan diselesaikan pada bulan Mei 2025 meskipun tuntutan refund telah diajukan. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa promotor belum mematuhi ketentuan Pasal 19 UUPK yang mengatur 

mengenai ganti rugi, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hak konsumen dengan 

tanggung jawab pelaku usaha dalam pemberian ganti rugi. 

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa penelitian tentang tanggung jawab ganti rugi promotor 

konser musik di Indonesia cukup banyak, namun sebagian besar penelitian masih menitikberatkan 

pada aspek umum perlindungan konsumen dan tanggung jawab promotor dalam memberikan ganti 

rugi terhadap pembatalan konser. Penelitian oleh Sumerta et al. (2024) meneliti tentang perlindungan 

hukum bagi konsumen atas kerugian akibat pembatalan konser berdasarkan UUPK. Ameira (2023) 

membahas tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan 

konser. Lestari (2024) tentang tuntutan refund tiket konser Soundekerto lebih menitikberatkan pada 

hubungan perjanjian antara konsumen dan promotor, belum menyoroti secara komprehensif aspek 

hukum perlindungan konsumen. Longdong et al. (2024) mengkaji perlindungan hukum bagi 

konsumen akibat pembatalan konser menurut hukum positif, namun tidak secara spesifik membahas 

tanggung jawab promotor sebagai subjek hukum utama dalam penyelenggaraan acara. 

Belum ada penelitian yang secara spesifik membahas pertanggungjawaban hukum promotor 

terhadap pembayaran ganti rugi tiket pada konser yang tetap terlaksana, khususnya dalam kasus 

penyelenggaraan konser DAY6. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung 

jawab hukum promotor terhadap pembayaran ganti rugi dalam kasus konser DAY6 di Gelora Bung 

Karno serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen untuk memperoleh 

ganti rugi atas keterlambatan pembayaran oleh promotor. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu 

hukum, khususnya dalam bidang tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen. Secara 

praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara konser untuk 

memperbaiki praktik bisnis dan meningkatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih baik 

dalam pengelolaan risiko penyelenggaraan konser. Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini dapat 

menjadi dasar penyusunan regulasi yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak konsumen. Sedangkan 

bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai 

hak-hak mereka sebagai konsumen serta mekanisme perlindungan konsumen yang tersedia.  

 

B. Metode 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative law research), yaitu 

penelitian hukum yang memandang hukum sebagai kumpulan prinsip atau norma tertulis yang 

mengatur perilaku sosial. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk 

menganalisis undang-undang dan peraturan yang relevan berdasarkan teori hukum dan praktik hukum 

positif yang berlaku. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Sedangkan bahan 

hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan penelitian hukum yang membahas 

perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan 

menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang 

terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan kondisi hukum yang sebenarnya terjadi terkait tanggung jawab promotor dalam 

pembayaran ganti rugi kepada konsumen dalam penyelenggaraan konser DAY6. 
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C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kronologi Kasus 

Konser DAY6 "3rd World Tour <Forever Young>" yang diselenggarakan oleh PT Melania Cipta 

Permata (Mecimapro) pada 3 Mei 2025 mengalami serangkaian permasalahan yang merugikan 

konsumen. Pada 21 Maret 2025, promotor mengumumkan perubahan venue secara mendadak dari 

Jakarta International Stadium (JIS) ke Stadion Madya GBK dengan alasan bentrok jadwal dengan 

pertandingan Liga 1 Indonesia (Kompas.com, 2025). Perubahan dari venue indoor ke outdoor ini 

menuai protes keras dari penggemar karena dianggap downgrade dan berpotensi mengganggu kualitas 

penampilan. 

Setelah tekanan dan protes besar-besaran dari komunitas penggemar, My Day Berserikat 

sebagai perwakilan konsumen, melakukan audiensi dengan BPKN, promotor akhirnya membuka 

formulir refund pada 2 April 2025 dengan janji pengembalian dana pada 14-18 April 2025 (CNN 

Indonesia, 2025). Namun, dua hari sebelum konser (1 Mei 2025), Tiket.com mengumumkan refund 

sepihak karena Mecimapro tidak mengirimkan nomor antrean dan nomor kursi kepada konsumen 

yang membeli tiket melalui platform tersebut (Kompas.com, 2025). 

Pada hari pelaksanaan konser, kondisi semakin buruk akibat hujan deras yang menyebabkan 

tenda penggemar ambruk dan bocor. Konser yang seharusnya dimulai pukul 19.00 WIB mengalami 

delay hingga pukul 20.30 WIB (Kompas.com, 2025). Kekacauan ini memicu protes massal dari 

penonton yang menuntut ganti rugi. 

Berdasarkan siaran pers Kemendag tanggal 29 Mei 2025, hingga 27 Mei 2025 pengembalian 

dana baru mencapai 47 persen (Kemendag, 2025). Meskipun promotor berkomitmen menyelesaikan 

refund pada 31 Mei - 11 Juni 2025, hingga Desember 2025 pembayaran ganti rugi belum diselesaikan. 

Berdasarkan data My Day Berserikat, total refund yang belum dibayarkan sebesar 

Rp4.670.350.000,00 atas pembelian 1.722 tiket dari 1.089 konsumen (@mydayberserikat, 2025). 

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya indikasi kelalaian dalam penyelenggaraan 

kegiatan konser yang berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Dalam perspektif hukum 

perlindungan konsumen, promotor sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan 

informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan kepada konsumen, termasuk terkait perubahan 

venue, kondisi pelaksanaan acara, serta mekanisme pengembalian dana. Perubahan venue secara 

mendadak tanpa perencanaan yang matang serta keterlambatan dalam proses refund dapat dipandang 

sebagai bentuk tidak terpenuhinya kewajiban pelaku usaha dalam memberikan pelayanan yang layak 

kepada konsumen. 

Selain itu, keterlambatan pengembalian dana dalam jumlah yang cukup besar juga 

menimbulkan kerugian materiil bagi konsumen yang telah membeli tiket. Kondisi ini memperlihatkan 

lemahnya akuntabilitas promotor dalam menyelesaikan kewajiban terhadap konsumen setelah 

terjadinya permasalahan dalam penyelenggaraan acara. Oleh karena itu, kasus ini menjadi penting 

untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum perlindungan konsumen guna menilai tanggung 

jawab pelaku usaha serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum 

dan perlindungan yang adil bagi para konsumen yang dirugikan. 

 

Tanggung jawab hukum promotor terhadap pembayaran ganti rugi dalam konser DAY6 di 

Gelora Bung Karno  

Promotor konser memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa hiburan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang 

melakukan kegiatan di bidang ekonomi dalam wilayah Indonesia. Dalam konteks penyelenggaraan 

konser DAY6, Mecimapro sebagai promotor berkedudukan sebagai pelaku usaha yang menyediakan 

jasa hiburan berupa konser musik kepada masyarakat. Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum 

berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh promotor, termasuk tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan konser sesuai dengan yang dijanjikan dan jika terjadi kelalaian, promotor 

bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen. 

Secara umum, tanggung jawab hukum promotor didasarkan pada ketentuan hukum perjanjian, 

khususnya Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sah perjanjian yaitu para pihak sepakat, 

cakap, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Pasal ini kemudian melahirkan kewajiban bagi para 

pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Hubungan hukum antara promotor 

dengan konsumen pembeli tiket pada dasarnya merupakan suatu hubungan kontraktual. Ketika 
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konsumen membeli tiket konser, terjadi sebuah kesepakatan antara konsumen dengan promotor yang 

kemudian kesepakatan itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. 

Promotor konser dalam hukum perlindungan konsumen dikategorikan sebagai pelaku usaha 

jasa. Pasal 1 angka 5 UUPK menjelaskan bahwa jasa adalah layanan yang berbentuk pekerjaan atau 

jasa yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sebagai pelaku usaha jasa, promotor 

memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, antara lain beritikad baik dalam 

melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa, menjamin mutu jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan 

standar mutu yang berlaku, serta memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan. 

Pihak promotor dalam hal ini secara terang-terangan telah mengabaikan prinsip tanggung 

jawab mutlak, yang mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami 

konsumen. Pasal 19 ayat (1) UUPK secara tidak langsung mengatur konsep tanggung jawab mutlak 

dalam hukum perlindungan konsumen dengan menyatakan bahwa pelaku usaha wajib mengganti 

kerugian, kerusakan, dan/atau kontaminasi yang dialami konsumen akibat penggunaan barang 

dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pada kasus konser DAY6, penerapan prinsip strict liability 

mengakibatkan promotor Mecimapro bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang diderita 

konsumen akibat perubahan venue dan masalah lain yang terjadi hingga permasalahan terkait refund 

tiket. 

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, jika debitur terbukti gagal memenuhi kewajibannya, 

mereka wajib mengganti kerugian berupa biaya, ganti rugi, dan bunga yang timbul akibat kegagalan 

tersebut. Promotor dalam konser DAY6 tidak dapat menyelenggarakan konser sesuai dengan yang 

dijanjikan dan tidak dapat memenuhi penggantian rugi konsumen yang mengalami kerugian, maka 

promotor dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi (Subekti, 1996). Kelalaian promotor 

dalam memenuhi kewajibannya berupa refund, telah menimbulkan kewajiban untuk memberikan 

ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. 

Bentuk wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan 

memenuhi prestasi tapi tidak sesuai. Dalam kasus konser DAY6, wanprestasi yang dilakukan 

promotor ada 2, yaitu wanprestasi memenuhi prestasi tapi tidak sesuai, meskipun konser tetap 

dilaksanakan, perubahan venue dari JIS ke Stadion Madya GBK merupakan perubahan besar yang 

mengakibatkan prestasi yang diberikan oleh promotor tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, 

promotor juga melakukan wanprestasi dalam bentuk terlambat memenuhi prestasi dalam hal 

keterlambatan pengembalian dana kepada konsumen. 

Data dari Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa hingga 27 Mei 2025, pengembalian 

dana baru mencapai 47%. Padahal promotor sudah berkomitmen untuk menyelesaikan proses refund 

pada akhir Mei 2025, yang kemudian diubah menjadi 31 Mei - 11 Juni 2025. Namun dalam 

praktiknya, hingga Desember 2025, pembayaran ganti rugi belum diselesaikan (@mydayberserikat, 

2025). Bentuk wanprestasi ini dapat dituntut pertanggungjawabannya, konsumen berhak menuntut 

pemenuhan prestasi berupa refund tiket yang telah dibeli. 

Sejak dinyatakan lalai, promotor memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penggantian 

biaya, rugi, dan bunga kepada konsumen yang dirugikan. Kewajiban ini tidak dapat dikesampingkan 

dengan alasan apapun, kecuali promotor dapat membuktikan bahwa ada keadaan memaksa 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata. Promotor Mecimapro menjelaskan bahwa 

perubahan venue disebabkan karena bentrok jadwal dengan pertandingan sepak bola, namun alasan 

ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Keadaan memaksa atau force majeure harus 

memenuhi kriteria: peristiwa tidak dapat diduga sebelumnya, berada di luar kendali debitur 

sepenuhnya, dan tidak ada unsur kesalahan dari debitur (Simanjuntak, 2017). 

Pertandingan sepak bola tidak dapat dikategorikan sebagai force majeure karena merupakan 

kegiatan yang terjadwal dan dapat diprediksi jauh hari sebelumnya. Pihak promotor seharusnya dapat 

mengantisipasi bentrok sejak awal perencanaan konser. Kegagalan promotor dalam melakukan 

perencanaan dan koordinasi yang matang menunjukkan adanya unsur kelalaian dari promotor. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan tidak adanya unsur force majeure, 

promotor konser Mecimapro wajib membayar ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian 

akibat wanprestasi yang dilakukan. Tanggung jawab promotor dalam memberikan ganti rugi diperkuat 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
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Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 2 PP No 58 Tahun 2001, pemerintah 

bertanggung jawab untuk membangun sistem perlindungan konsumen yang menjamin hak dan 

kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Hal ini terbukti dari tindakan Kemendag yang memanggil 

Mecimapro dan memantau kemajuan refund yang hingga 27 Mei 2025 baru mencapai 47%. 

 

Upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi atas 

keterlambatan pembayaran oleh promotor dalam kasus konser DAY6 di Gelora Bung Karno 

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang bertujuan 

untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan menciptakan keseimbangan posisi antara pelaku 

usaha dengan konsumen. Kepastian hukum yang dijamin oleh UUPK memberikan jaminan bagi 

konsumen dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga hak-hak 

konsumen dapat terlindungi (Raharjo, 2006). 

Perlindungan konsumen didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, yaitu segala upaya yang 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pembayaran 

ganti rugi yang dilakukan oleh promotor konser DAY6 seharusnya diselesaikan pada bulan Juni 2025, 

namun hingga penelitian ini ditulis, pembayaran ganti rugi belum diselesaikan dan belum ada 

kepastian lebih lanjut dari pihak promotor. Permasalahan ini termasuk dalam bentuk wanprestasi 

terlambat memenuhi prestasi. Kondisi ini memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut pelaku 

usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 23 UUPK, yaitu pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi 

tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat. 

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, UUPK memberikan perlindungan hukum yang 

menyeluruh bagi konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan 

bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di 

lingkungan peradilan umum. Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan pilihan kepada 

para konsumen bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan, sesuai dengan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa. Upaya penyelesaian 

yang dapat ditempuh oleh konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) 

jalur, yaitu non-litigasi dan litigasi. 

Penyelesaian non-litigasi merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang 

bersifat musyawarah, efisien, dan tidak memerlukan proses hukum yang rumit. Penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUPK bertujuan untuk mencapai 

kesepakatan mengenai jenis dan besaran kompensasi serta langkah-langkah khusus untuk memastikan 

bahwa kerugian yang dialami oleh pelanggan tidak akan terulang lagi.  

Langkah pertama adalah negosiasi langsung dengan promotor untuk menanyakan status 

proses refund. Apabila tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat memanfaatkan layanan 

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berperan sebagai advokat kepentingan 

konsumen. Konsumen juga dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK). BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan UUPK untuk menangani dan 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Pasal 52 UUPK mengatur bahwa tugas dan 

wewenang BPSK meliputi melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan 

cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara 

adil, cepat, dan tidak membutuhkan biaya besar. 

Apabila dalam putusan BPSK tidak memberikan hasil yang memuaskan, Pasal 56 UUPK 

mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Penyelesaian melalui litigasi 

adalah mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa yang menghasilkan putusan hukum yang 

mengikat dan dapat dilaksanakan oleh negara. 

Jalur litigasi ini sering menjadi pilihan para pihak apabila kerugian yang diderita cukup besar, 

signifikan, atau melibatkan pelanggaran serius terhadap hak-hak mereka. Dalam konteks ini, 

pemegang tiket dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar wanprestasi, 

yaitu tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati oleh promotor selaku pelaku usaha. Hal ini 

sejalan dengan Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seorang debitur yang lalai atau tidak 

memenuhi perikatan dapat digugat untuk mengganti kerugian, termasuk biaya, rugi, dan bunga. 

Dengan demikian promotor konser Mecimapro dalam memenuhi kewajibannya yaitu refund tiket, 
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memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. 

Sebagai bagian dalam perlindungan konsumen, jika dalam permasalahan jumlah korban yang 

dirugikan cukup banyak dan memiliki permasalahan yang sama, penyelesaian dapat melalui gugatan 

kelompok (class action). Class action adalah mekanisme hukum yang memungkinkan sejumlah besar 

individu dengan kerugian yang sama untuk mengajukan satu gugatan bersama, yang diwakili oleh 

beberapa orang perwakilan kelompok. Proses ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga 

menyederhanakan proses hukum, khususnya dalam pembuktian, karena satu bukti yang dimiliki dapat 

digunakan untuk membela kepentingan semua anggota kelompok.  

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban hukum promotor 

terhadap pembayaran ganti rugi dalam penyelenggaraan konser musik DAY6, dapat disimpulkan 

bahwa promotor konser Mecimapro sebagai pelaku usaha jasa memiliki tanggung jawab hukum 

mutlak terhadap pembayaran ganti rugi kepada konsumen. Tanggung jawab ini didasarkan pada 

prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK, ketentuan wanprestasi dalam 

Pasal 1243 KUHPerdata, dan kewenangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan 

konsumen berdasarkan PP No 58 Tahun 2001. Promotor telah melakukan dua bentuk wanprestasi 

yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan perjanjian melalui perubahan venue dari JIS ke 

Stadion Madya GBK, serta terlambat memenuhi prestasi dalam hal keterlambatan refund tiket. Alasan 

bentrok jadwal dengan pertandingan sepak bola yang dikemukakan promotor tidak dapat 

dikategorikan sebagai force majeure karena merupakan peristiwa yang dapat diprediksi dan 

seharusnya dapat diantisipasi sejak awal perencanaan konser. 

Konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pembayaran ganti rugi memiliki 

perlindungan hukum yang menyeluruh berdasarkan UUPK. Upaya hukum yang dapat ditempuh 

terbagi menjadi dua jalur yaitu non-litigasi yang meliputi negosiasi langsung dengan promotor, 

pengaduan melalui YLKI, atau penyelesaian sengketa melalui BPSK dengan mekanisme konsiliasi, 

mediasi, atau arbitrase yang lebih cepat dan efisien, serta jalur litigasi dengan mengajukan gugatan 

wanprestasi ke Pengadilan Negeri setelah melakukan somasi terlebih dahulu atau melalui gugatan 

kelompok (class action) jika jumlah korban yang dirugikan cukup banyak. Kedua jalur tersebut 

memberikan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut pemenuhan hak-haknya, khususnya 

dalam memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat kelalaian pelaku usaha dalam 

memenuhi kewajibannya. 

Penelitian ini menyarankan agar pihak penyelenggara konser dapat meningkatkan kapasitas 

manajemen risiko dan perencanaan yang lebih matang dalam penyelenggaraan konser, termasuk 

mengantisipasi bentrok jadwal dan menyiapkan rencana cadangan yang jelas. Promotor juga 

sebaiknya menyediakan jaminan dana khusus untuk refund apabila terjadi wanprestasi dalam 

penyelenggaraannya untuk melindungi hak-hak konsumen. Konsumen yang dirugikan disarankan 

untuk memanfaatkan jalur penyelesaian sengketa dengan maksimal, salah satunya melalui BPSK 

karena prosesnya dapat lebih cepat dan murah dibandingkan dengan jalur pengadilan. 
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